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TEXTAITG

PEMBENTUKAJC TIM PELNISANA DAIT SEIIRETARIAT TI}I
PEDIBARUAIY DATA REI|CAI{A PEMBAITGI'I|AN IIYDUSTRI

PROVIilSI DI PROVIIISI LAUPI'TG TAHI'N 2024

Mengingat

SENR TARIS DAERAH PROVINSI Ltr\IIPUIYG,

a. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan
Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Lampung terhadap
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN),
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) tahun 2024-2026, Provinsi Lampung dipandang
perlu melakukan peny'usunan substansi materi teknis
perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri
Provinsi (RPIP) di Provinsi lampung;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (21 Peraturan
Mentri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2Ol8 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana
Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan
Rencana Pembangunan Industri Provinsi kepada Menteri
yang membidangi urusan perindu strian;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b
tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan
dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan
berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana dan
Sekretariat Tim Pembaruan Data Rencana Pembangunan
Industri Provinsi l,ampung Tahun 2024 dan
menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung;

l. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang
Perindustrian sebagaimans telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapi
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Ciptale{a
Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor I 4 Tahun 201 5 tentang
Rencana Induk pembangunan Industri Nasional Tahui
2015-2035;
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2l tenta;lg
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 202O tentang Standar
Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor l lO/M-IND/PER/
12l2ol5 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan
Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Lampung Tahun 2OO5-2O25;

9. Peraturan Daerah Provinsi La.mpung Nomor 12 Tahun
2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
l,ampung Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
l,ampung Tahun 2Ol9-2O24;

10. Peraturan Daerah Provinsi Ia.mpung Nomor 13 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi I-.ampung Tahun Anggatan 2024;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023
tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur L,ampung Nomor 39 Tahun
2023;

HEIUTUSKAIT:

I(EPUTUSAI{ SEI(RETARIS DAERAH TEI|TANG
PEUBEITTI'KAI5 TIU PELITXSAI{A DAIT SEXREIARIAT TIM
PEUBARUAIT DATA IX)KI'UEN RTITCAICA PEUBAITGT'NAIT
ITDUSTRI PROVITSI DI PROVITSI I.AilPIIITG TAIIUIY 2024.
Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim pembaruan
Data Rencana Pembangunan Industri Provinsi di provinsi
l,ampung Tahun 2024 dengan susunzrn personalia
sebagaimana tercantum dalam la.mpiran I dan tampiran II
Keputusan ini.
Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a. Tim Pelaksana:

l. melakukan penyusunan updating substansi materi teknis
Rancangan Perubahan Rencana pembangunan Industri
Provinsi (RpIp) L^a.mpung;

2. megidentifikasi kebutuhan, melakukan pengumpulan
dan pengolahan data yang meliputi penerimaan,
pengelompokan, penyuntingan data untuk kepentinganpembaruan data Rencana pembangunan Industri
Provinsi (RpIp) t^ampung; dan

3. menyusun substansi pokok, serta penyusunarl
Rancangan Rencana pembangunan Industri provinsi
La.mpung.
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b. Sekretariat Tim:
1. menyusun laporan perkembangan tugas tim pelaksana;
2. pengadmirristrasian data serta laporan tugas tim

pelaksana pembaruan data; dan
3. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan

kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan
bertanggungiawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung.

Tim Pelaksana dan Sekertariat Tim sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan,
selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli 2024 sampai
dengan Desember 2024, dengan berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan
Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur L,ampung
Nomor 2O Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 39 Tahun 2023.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi l,ampung, pada Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan
Kode Rekening: 3.3 1.02. 1.0 I -5. 1.02.O2.0 l.O0O4.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai
teknis pelaksan€rannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
se bagaiaman a mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 47 - 7 - 2024

DARMIilTO

Tembusan:

1. I"tul DPRD Proyinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspettur Provinsi tampung di Elandar tampring;
1. 5.p"J, Eladan Pengeloraan Keuangan dan Aset paeratr provinsi l^ampung di rerukbetung;4. Kepala Biro Hukum Setda pmvinsi l_ampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan-



I.AMPIRAN I: E
|v.26

SUSUNAN PERSOITALIA TIU PELAKSAI|A PE}IBARUAN DATA
RTI{CANA PEUBATGUI{AI| IITDUSTRI PROVITSI

DI PROVIilSI LA.}IPUITG TAI{!,X 2024

ARIS DAERA}I
HK/2024
- 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi t ampung

l. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi L,ampung

2. Kepala Bidang Penataan Ruang dan
Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Provinsi
la.mpung

3. Kepala Bidang Kedasama, Pengawasan dan
Pembangunan Sumber Daya Industri Diaas
Perindustrian dan Perdagangan Prorrinsi
Lampung

4. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum Kabupaten / Kota Biro Hukum
Sekertariat Daerah Prorrinsi la.mpung

5. Heliana Dewi, S.E., M.M (Fungsiona-l
Perencana Ahli Muda Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Lampung)

DAERATI,

DARMINTO

KEPUTUSAN S
NOMOR :Gl
TANGGAL:
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II. Sekretaris

II. Anggota
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L"AMPIRAN II : KEPUTUSAN DAERAH
NOMOR : G HKl2024
TAN AL:

SUSI'I|AI{ PERSOI(ALIA SEI(RETARIAT TIU PIUBARUAI{ DATA
RTITC.AITA PETBAI{GIII|AIT II{DUSTRI PROVNTSI

DI PROVITSI L/IilPT'I{G TAIIT'T 2q}4

4

Ika Maranty T., S.T., M.M. (Analis Model
Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung)

1. Ekalia Yuniza, S.E., M.Si (Fungsional Analis
Kebijakan Ahli Muda Dinas Perindustriart
dan Perdagangan Provinsi lampung)

2. Andri tadipal, S.Sos. (Fungsional Penyuluh
Perindag Ahli Muda Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung)

3. Jimson Purba, S.E. (Analis Industri Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung)

4. Dian Pembayung H.P, S.T. (Analis Kawasan
Industri Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi t ampung)

I Koordinator
(merangkap anggota)

IL Anggota
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